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ABSTRAK 

Penyusunan skripsi dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan 

Sanksi Administrasi Kasus Lumpur Lapindo Dalam Sistem Hukum Indonesia” 

mengangkat kasus luapan lumpur yang terjadi di Sidoarjo 10 tahun silam, dimana 

PT. Lapindo Brantas digugat telah melakukan PMH dan diwajibkan untuk 

mengganti kerugian para korban. Pembayaran ganti rugi dilakukan dengan dana 

talangan dari pemerintah melalui APBD. Selain sanksi perdata sanksi lainnya 

yaitu sanksi administrasi dapat diterapkan dalam kasus ini, maka penulis 

merumuskan 2 (dua) masalah pokok, yakni: (1) Apakah perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh PT. Lapindo Brantas Inc. merupakan perbuatan yang 

dapat dijatuhi sanksi administrasi; (2) Apakah pencabutan izin dapat 

menggugurkan kewajiban PT. Lapindo Brantas Inc. kepada para korban 

terdampak. 

Penelitian dalam kaitannya dengan penulisan ini termasuk jenis penelitian 

hukum normative, yaitu berarti penelitian mengacu pada studi kepustakaan yang 

ada ataupun terhadap data sekunder yang digunakan. Dalam penulisan ini pula 

dipergunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dimana  

pendekatan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. 

Hasil penulisan skripsi ini menunjukkan: (1) Perbuatan PT. Lapindo Brantas 

Inc. telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum yang disebutkan 

dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian materil dan imateril 

sesuai dengan Pasal 27 UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup izin PT. Lapindo Brantas dapat dicabut; (2) Kewajiban PT. Lapindo 

Brantas Inc. terhadap para korban harus tetap dilaksanakan sesuai dengan Pasal 

149 ayat (1) huruf c Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas dan tanggung jawab mutlak Pasal 35 Undang-undang No. 23 Tahun 

1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;  
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ABSTRACT 

 

The construction of this thesis titled “Legal Analysis Of The Administrative 

Sanction On The Lapindo Mud Case In Indonesia Legal System” raise the flow of 

mud that happen in Sidoarjo 10 years ago, whereas PT. Lapindo Brantas were 

sued for tort and incumbent to compensate to all the victims. The compensation is 

had with bail out from the Government through Regional Budget. Other Than 

civil sanction, administrative sanction could be applied in this case , therefore the 

writer concluded 2 (two) main issues: (1) whether tort done by PT. Lapindo 

Brantas Inc. could be considered as an act that deserved administrative sanction; 

(2) Whether the license repeal could terminate the obligation of PT. Lapindo 

Brantas Inc. to the victims who were effected by the event. 

The research releated to this thesis is based on legal normative research, 

which mean the research referred to existing literature or other secondary 

information. In this thesis, the statue approach  also applied where the approach 

was based on all acts and regulations that has correlation with the legal issue. 

The result on this thesis shows: (1) the action of PT. Lapindo Brantas Inc. 

has completed the elements of tort that stated on Article 1365 civil code, which 

caused material and immaterial loss according to Article 27 Act Number 23 year 

1997 on Environmet Management, the license of PT. Lapindo Brantas Inc. could 

repeal; (2) The obligation of PT. Lapindo Brantas Inc. to the victims shall be 

carried based on Article 149 paragraph (1) letter c Act Number 40 year 2007 on 

Limited Liability Companies and absolute responsibility of Article 35 Act Number 

23 year 1997 concerning Environment Management. 
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